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ABSTRACT 

 

 

EVALUATION PROGRAMMES OF COMMUNITY POLICE (POLMAS) 

IN PREVENTION OF COMMUNITY SAFETY AND DISCIPLINES 

(KAMTIBMAS) AT BANDAR LAMPUNG CITY 

By 

 

DEO WIRANTO 

 

 

This research was done to evaluate of community police programmes (Polmas) 

implementation. In programmes evaluation, researcher used implementation 

evaluation or formative evaluation through evaluation method of Rossi and 

Freeman, also others supporting theories. This research was done at Police Offices 

Bandar Lampung City (Polresta). 

Pursuant at research which have been conducted hence can be concluded that, 

community police programmes (polmas) have walked is good enough. However 

there is still some lacking of in its. The insufficiency among others the lack of 

human resource, budget which only centrally so that to conduct activity cannot be 

maximal to its it field. Even there is problem of its execution, this program have 

walked good enoughly. This program also get comments which either from 

program executor, program target (Bin Polmas-FKPM) and because its target to 

give orderliness and security. This matter can be seen with existence of make-up 

at activity set of construction of society (Sat Binmas) and construction of society 

police - society police partner forum (Bin Polmas-FKPM). This program its it 

assessed have fulfilled sufficiency aspect. This matter seen with existence of this 

program is expected can fulfill requirement and security orderliness of society 

will to the fore its. 
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ABSTRAK 

 

 

EVALUASI PROGRAM PERPOLISIAN MASYARAKAT (POLMAS) 

DALAM UPAYA MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN 

MASYARAKAT (KAMTIBMAS) DI KOTA BANDAR LAMPUNG 

 

 

Oleh 

 

DEO WIRANTO 

 

 

Penelitian dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan program Perpolisian 

Masyarakat (Polmas). Dalam mengevaluasi program ini peneliti menggunakan 

teori hasil pelaksanaan (evaluasi implementasi) atau evaluasi formatif dengan 

metode evaluasi milik Rossi and Freeman, serta beberapa teori penunjang 

lainnnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort Kota (Polresta) Bandar 

Lampung. 

 

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa, 

program polmas sudah berjalan cukup baik. Akan tetapi masih ada beberapa 

kekurangan dalam pelaksanaanya. Kekurangan tersebut diantaranya adalah 

kurangnya sumber daya manusia, anggaran yang hanya terpusat sehingga untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan tidak dapat maksimal untuk pelaksanaannya 

dilapangan. Meski ada permasalahan dalam pelaksanaannya, program ini sudah 

berjalan dengan cukup baik. Program ini juga mendapat tanggapan yang baik dari 

pelaksana program, sasaran program (Bin Polmas-FKPM) dan masyarakat karena 

tujuannya untuk memberikan keamanan dan ketertiban. Hal ini dapat dilihat 

dengan adanya peningkatan pada kegiatan Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat 

Binmas) dan Pembinaan Perpolisian Masyarakat - Forum Kemitraan Polisi 

Masyatrakat (Bin Polmas-FKPM). Program ini pada pelaksanaannya dinilai 

sudah memenuhi aspek kecukupan. Hal ini dilihat dengan adanya program ini 

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akan keamanan dan ketertiban 

masyarakat kedepannya. 

 

Kata Kunci: Implementasi, Evaluasi, Perpolisian Masyarakat (Polmas) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 

Kehidupan masyarakat madani yang bercirikan demokrasi dan supremasi hukum, 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus mampu memberikan jaminan 

keamanan, ketertiban dan perlindungan hak asasi manusia kepada masyarakat 

serta dapat menunjukan transparasi dalam setiap tindakan, menjunjung tinggi 

kebenaran, kejujuran, keadilan, kepastian dan manfaat sebagai wujud 

pertanggungjawaban tehadap publik (akuntabilasi publik). Proses reformasi yang 

telah dan sedang berlangsung untuk menuju masyarakat sipil yang demokratis 

membawa berbagai perubahan didalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan 

bernegara.  

 

Polri yang saat ini sedang melaksanakan proses reformasi untuk menjadi polisi 

sipil harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan masyarakat 

dengan cara merubah paradigma yang menitikberatkan pada pendekatan yang 

reaktif dan konvensional (kekuasaan) menuju pendekatan yang proaktif dan 

mendapat dukungan publik dengan mengedepankan kemitraan dalam rangka 

pemecahan masalah-masalah sosial. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik 

Indonesia, SKEP/737/X/ 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model 

Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, Bahwa Model 
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penyelenggaraan fungsi kepolisian tersebut dikenal dengan berbagai nama seperti 

community oriented policing, community based policing dan neighbors hood 

policing dan akhirnya popular dengan sebutan community policing.  

 

Perpolisian tradisional lebih menekankan pada angka statistik penyelesaian kasus 

(crimes solved or offenses cleared by arrest) sebagai parameter hard data untuk 

membuktikan berhasilnya pekerjaan kepolisian. Perpolisian moderen merupakan 

hasil perkembangan perpolisian konvensional. Selain itu juga memberikan 

masyarakat peran untuk ikut bertanggungjawab terhadap Keamanan dan 

Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Sedangkan unsur penegakan hukum tetap 

menjadi tanggungjawab polisi. Terkait dengan itu polisi melakukan pendekatan 

terhadap masalah kejahatan dilihat dari perspektif yang lebih luas, mulai dari 

mencari asal mula kejahatan sampai pada pemecahan masalah kejahatan maupun 

masalah lain yang menjadi perhatian publik.  

 

Pola perpolisian berorientasi pada penuntasan masalah (problem solving policing) 

dan kegiatan sepenuhnya berorientasi pada pelayanan publik (public service 

policing). Pemolisian mengandalkan sumber daya setempat (resource based 

policing), dan mengakomodir kebutuhan masyarakat, serta mempertahankan 

kedekatan dengan masyarakat (community policing). Selain itu sebagai dukungan 

terhadap perpolisian moderen implementasi Perpolisian Masyarakat (Polmas) 

diwujudkan oleh gerakan kegiatan kepolisian profesional, demokratis, berwibawa, 

kuat, dan dekat dengan masyarakat. Hal tersebut sangat relevan dengan kehidupan 

bermasyarakat dan berbangsa yang harmonis. Perlunya kepercayaan masyarakat 

terhadap kepolisian guna membangun kemitraan.  
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Pada implementasi tugas-tugas kepolisian dituntut dapat menyesuaikan dengan 

kebutuhan masyarakatnya. Diperlukan kebijakan pimpinan institusi kepolisian 

dalam membangun kemitraan masyarakat baik terkait dengan aspek teknis 

kepolisian, penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) maupun penerapan 

Polmas. Sebagai model strategi dalam membangun kemitraan (partnership 

building) maka Polmas dibutuhkan efektifitas perannya dalam implementasinya 

Sumber: Data Kepolisian Resort Kota (Polresta) Bandar Lampung 

 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya 

kemanan dalam negeri. Selain itu, Polri selaku pengemban fungsi kepolisian 

dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai 

negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. 

 

Perpolisian Masyarakat (Polmas) merupakan bagian dari grand strategy Polri 

2005-2025 dalam rencana strategi I 2005-2009 ditujukan untuk membangun 

kepercayaan masyarakat (trust building) dan rencana strategi II 2010-2014 

ditujukan untuk membangun kemitraan (partnership building). Untuk 

memperoleh hasil yang maksimal dan mendasar dari tujuan keduanya maka 

program Polmas merupakan pilihan yang sangat tepat.  

 

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, SKEP/507/X/ 2009 

tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Penerapan Polmas Bagi Pelaksana Polmas 

Nilai-nilai yang terkandung dalam Polmas pada hakikatnya telah diterapkan oleh 
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Polri berdasarkan konsep sistem keamanan swakarsa dan pembinaan bentuk-

bentuk pengamanan swakarsa melalui program-program fungsi pembinaan 

masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat di Indonesia baik dimasa 

lalu maupun dimasa yang akan datang. 

 

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Pasal 4, 

Pada pelaksanaan Polmas terdapat dasar pertimbangan, manfaat, dan prinsip 

penerapan, antara lain:  

1. Pola penyelenggaraan pemolisian yang bertumpu kepada konsep peningkatan 

jumlah polisi dan/atau peningkatan intensitas kegiatan polisi (misalnya patroli 

dan penindakan pelanggaran) tidak mampu mengatasi atau menekan angka 

gangguan Kamtibmas yang berkembang pesat di dalam masyarakat.  

2. Pemolisian lebih efektif dengan mengalihkan pendekatan konvensional ke 

pendekatan modern yaitu penerapan Polmas menekankan upaya pemecahan 

masalah yang terkait dengan kejahatan dan ketidaktertiban secara proaktif 

bersama-sama dengan masyarakat.  

3. Praktik keterlibatan masyarakat tradisional dalam pemolisian sudah dikenal di 

Indonesia diantaranya dalam bentuk: ronda kampung, jogo boyo, jogo tirto, 

pecalang dan sebagainya.  

4. Pola-pola penyelesaian masalah masyarakat melalui adat kebiasaan sudah 

umum diterapkan di dalam masyarakat tradisional yang kesemuanya 

merupakan pola-pola pemecahan masalah dan pencegahan serta pembinaan 

ketentraman dan kerukunan masyarakat yang mendasarkan pada asas 

kemitraan, kebersamaan dan keharmonisan di dalam masyarakat.  
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5. Paradigma reformasi dalam negara demokrasi yang plural menuntut agar Polri 

mampu melaksanakan tugas dengan berpegang pada prinsip-prinsip HAM, 

berperan sebagai pelindung dan pelayan masyarakat, bukan mengambil peran 

sebagai penguasa. Reformasi juga menghendaki keterbukaan Polri serta 

kepekaan Polri terhadap aspirasi rakyat serta memperhatikan kepentingan, 

kebutuhan dan harapan warga.  

6. Penerapan Polmas sebagai falsafah dan strategi merupakan langkah yang tepat 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat melalui 

kemitraan dengan warga masyarakat untuk mewujudkan pemeliharaan 

keamanan dan ketertiban masyarakat dalam era demokrasi dan penegakan hak 

asasi manusia. 

 

Aparat kepolisian saat ini masih sangat berorientasi pada keberhasilan 

pengungkapan kejahatan, karena prestasi polisi dinilai dan diukur oleh suatu 

sistem yang menghargai kecakapan polisi dalam penangkapan pelaku kejahatan. 

Dengan asumsi demikian dapat dikatakan bahwa polisi sebagai salah satu 

komponen dalam sistem peradilan pidana merupakan pihak yang secara aktif 

berbuat sesuatu untuk mencegah kejahatan.  

 

Pada warga masyarakat setiap orang dapat berperan serta dalam menjaga 

keamanan dan keselamatan diri dari segala bentuk kejahatan. Banyak keberhasilan 

dari kepolisian diperoleh dari bantuan dan peran serta masyarakat. Seperti dalam 

pengungkapan kasus kriminal atau tindakan tertangkap tangan, tidak dapat 

dipungkiri bahwa masyarakat memiliki andil, minimal berperan sebagai saksi atau 

pemberi informasi. Merupakan sesuatu yang lazim apabila dalam pelaksanaan 
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tugasnya kepolisian dihadapkan pada permasalahan yang serba kompleks dan 

rumit. Sumber: http://dokumen.tips/documents/polmas-dalam-aspek-administrasi-

kepolisian.html 

 

Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Kep/307/V/2011 

tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat dalam Tugas Kepolisian 

Pre-emtif dan Preventif bahwa, Keamanan dan ketertiban masyarakat, adalah 

suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya 

proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang 

ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta 

terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta 

mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, 

dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk 

gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Tabel dibawah ini 

menunjukkan data kasus gangguan Kamtibmas tahun 2014-2015 yang terjadi di 

Bandar Lampung per bulannya. 

 

Tabel 1.1 Data Kasus Gangguan Kamtibmas Bandar Lampung 2014 

Gangguan Kamtibmas 2014 

Kasus Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des Total 

Curas 7 11 9 11 8 11 7 11 14 5 9 2 105 

Curat 31 51 49 45 45 43 34 30 41 46 36 17 468 

Curanmor 21 35 22 26 38 21 32 33 24 29 37 15 333 

Narkoba 26 17 23 13 21 24 13 19 21 24 29 9 239 

Perjudian - 11 15 6 26 5 4 7 11 6 8 5 104 

Jumlah 1.249 

 
Sumber: Data Paparan Kasat Binmas Polresta Bandar Lampung 
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Tabel 1.2 Data Kasus Gangguan Kamtibmas Bandar Lampung 2015 

Gangguan Kamtibmas 2015 

Kasus Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des Total 

Curas 5 7 14 8 8 8 7 12 9 15 26 1 120 

Curat 38 38 31 26 31 32 41 34 28 47 52 15 413 

Curanmor 41 35 35 27 34 40 53 68 61 37 4 11 446 

Narkoba 23 32 19 24 19 28 20 36 36 33 39 - 309 

Perjudian 10 7 12 3 2 8 8 7 4 6 10 - 77 

Jumlah 1.365 

 
Sumber: Data Paparan Kasat Binmas Polresta Bandar Lampung 

 

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa potensi gangguan Kamtibmas 

apabila dibandingkan tahun 2014 yang berjumlah 1.249, kini ditahun berikutnya 

yaitu tahun 2015 meningkat menjadi 1.365 dari tahun sebelumnya. Dalam hal ini 

maka diperlukannya peran polmas, yaitu peran penting kerjasama antara Polri 

dengan masyarakat dalam menjaga serta mengatasi bahaya gangguan Kamtibmas.  

 

Pada data kasus kriminal Polresta Bandar Lampung menangani 3.039 tindak 

pidana selama tahun 2015. Berdasarkan jumlah tersebut, sebanyak 2.114 kasus 

berhasil diungkap. Dibanding  tahun lalu, terjadi penurunan jumlah tindak pidana 

(JTP). Pada tahun 2014, ditangani 3.063 kasus dengan penyelesaian tindak pidana 

(PTP) 2.209. Kapolresta Bandar Lampung Komisaris Besar Polisi (Kombespol) 

Hari Nugroho merincikan, untuk kejahatan konvensional mencapai 2.707 kasus 

yaitu pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat), 

pencurian kendaraan bermotor (curanmor), penipuan, dan penggelapan. Untuk 

tindak pidana penyalahgunaan narkotika mencapai 332 kasus. Kemudian dugaan 

korupsi sebanyak satu kasus. Secara keseluruhan, berjumlah 3.039 kasus. Hari 

menuturkan, dari kasus-kasus yang ditangani, curanmor tetap menempati posisi 

teratas, yakni 557 laporan.  
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Curanmor ini mendominasi dan tertinggi dari kasus-kasus lainnya, Selanjutnya 

adalah curat dengan 413 kasus, penipuan atau perbuatan curang sebanyak 347 

kasus, penggelapan 336 kasus dan curas 110 kasus. Dibanding tahun lalu, 

penyelesaian tindak pidana pada 2015 menurun 2,55 persen. Pada tahun 2014, 

penyelesaian tindak pidana mencapai 72,11 persen dari kasus yang ditangani. 

Sementara tahun ini sebanyak 69,56 persen dari seluruh kasus. Sumber: 

http://www.radarlampung.co.id/read/bandarlampung/hukum-a-kriminal/92121-kasus-c3-

tetap-mendominasi 

 

Menurut Pairulsyah Akademisi Universitas Lampung (Unila), faktor yang utama 

dalam setiap tindakan kriminal tidak lain adalah aspek moralitas, jika orang 

bermoral baik, maka tak mungkin dia akan berbuat jahat. Karena itulah, moral 

yang baik dengan keimanan yang kuat akan menjadi benteng bagi seseorang 

untuk tidak berperilaku jahat. Agar perbuatan tindakan kejahatan pencurian 

disertai kekerasan (begal) tak terjadi lagi, maka pihak kepolisian dari yang 

terbawah yakni Bhintara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 

(Bhabinkamtibmas), harus lebih dekat dengan masyarakat. Jangan ada pembatas 

lagi antara aparat dengan masyarakat. Aparat juga harus bisa memahami karakter 

warganya. Jadi, besar kemungkinan kalau polisi itu dekat dengan masyarakat, 

akan kecil kemungkinan terjadi begal atau kejahatan lainnya. Memang, faktor 

ekonomi memengaruhi seseorang untuk mendapatkan uang secara instan. Tapi, 

langkah pencegahan lebih kuat adalah dengan memupuk kedekatan aparat (polisi) 

dengan masyarakat. Sumber: http://lampung.tribunnews.com/2016/01/08/agar-begal-

tak-terjadi-babinkamtibmas-atau-babinsa-harus-dekat-dengan-masyarakat 

 

http://lampung.tribunnews.com/tag/pairulsyah/
http://lampung.tribunnews.com/tag/unila/
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Berdasarkan masalah yang ada serta maraknya gangguan Keamanan dan 

Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Bandar Lampung disamping itu 

dibutuhkan peran partisipasi/ keikutsertaan masyarakat seperti adanya program 

yang bermitra dengan masyarakat oleh Polri yaitu, polmas yang berkerjasama dan 

membantu menjaga Kamtibmas di Bandar Lampung. Dari pemaparan latar 

belakang diatas, maka penulis tertarik untuk penelitian mengenai: “Evaluasi 

Program Perpolisian Masyarakat (POLMAS) dalam Upaya Menjaga 

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) di Kota Bandar 

Lampung”. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

 

Bagaimana evaluasi dari penerapan program Perpolisian Masyarakat (Polmas) 

dalam upaya menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di kota 

Bandar Lampung? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

 

Untuk menganalisis dan mendapatkan hasil dari implementasi program 

Perpolisian Masyarakat (Polmas) dalam upaya menjaga Keamanan dan Ketertiban 

Masyarakat (Kamtibmas) di kota Bandar Lampung. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

 
1. Sebagai pengembangan ilmu atau teori kebijakan publik, khususnya evaluasi 

kebijakan publik serta pengembangan ide para peneliti dalam melakukan 

penelitian dengan tema atau masalah serupa. Kemudian hasil penelitian ini 
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juga diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan tentang Program 

Perpolisian Masyarakat (Polmas) dalam Upaya Menjaga Keamanan dan 

Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Kota Bandar Lampung. 

 

2. Hasil penelitian ini untuk memberikan masukan dalam rangka meningkatkan 

program Polmas agar sesuai Grand Strategi dan sesuai tujuan dan sasarannya 

serta upaya dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 

(Kamtibmas) di kota Bandar Lampung. 



 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Tinjauan Evaluasi 

 

2.1.1 Gambaran Umum Evaluasi  

 

Menurut Dunn (2003:609) bahwa evaluasi menghasilkan tuntutan-tuntutan yang 

bersifat evaluatif. Evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang 

membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya yaitu fokus nilai, 

ialah evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian 

menyangkut keperluan atau nilai dari suatu kebijakan dan program. Evaluasi 

terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial 

kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi 

mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan 

sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk 

mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri. 

 

Menurut Mulyadi (2015:87) bentuk dan macam evaluasi antara lain : 

1. Evaluasi Politik (Pre-evaluation/ politic evaluation), apakah kebijakan yang 

dibuat mendapat legitimasi yang kuat (layak atau tidak layak) di mata 

stakeholder’s dan/ atau kelompok sasaran. Evaluasi politik adalah bagaimana 

menilai berbagai substansi kebijakan ketika diformulasikan, menilai proses 
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formulasi kebijakan, apakah terjadi kesalahan prosedur atau penyimpangan-

penyimpangan kewenangan dan menilai dimensi proses memformulasikan suatu 

kebijakan, apabila kebijakan tersebut mendapat resistensi yang tinggi dari publik. 

 

2. Evaluasi Proses (Monitoring), adalah kegiatan untuk melakukan penilaian 

terhadap proses pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan: 

a. Menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan dalam formulasi kebijakan 

b. Menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi risiko yang lebih 

besar 

c. Melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan apabila hasil monitoring 

mengharuskan untuk itu. 

Dari beberapa pengertian menurut para ahli mengenai evaluasi diatas dapat 

disimpulkan bahwa evaluasi merupakan lingkup kegiatan untuk melakukan 

penilaian terhadap proses pelaksanaan kebijakan/ program dengan pantauan 

(monitoring), terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau 

kegunaan sosial kebijakan/ program, dan bukan sekedar usaha untuk 

mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan/ program serta prosedur 

untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran dengan melakukan penilaian 

terhadap proses pelaksanaan kebijakan/ program. 

 

2.1.2 Pendekatan Evaluasi 

Pendekatan berdasarkan sistem penilaian yang mengacu pada pendapat Dunn 

(2010:611) yang membagi pendekatan evaluasi menjadi tiga bagian antara lain : 
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1. Evaluasi Semu 

Menurut Mulyadi (2015:102) Evaluasi Semu (Pseudo Evaluation) adalah 

pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan 

informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan tanpa 

berusaha menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut 

terhadap individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Asumsi 

utama dari evaluasi semu adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai 

merupakan sesuatu yang dapat terbukti sendiri (self evident) atau tidak 

kontroversial. 

 

Dalam evaluasi semua analis secara khusus menerapkan bermacam-macam 

metode (rancangan ekspeimental-semu, kuseioner, random sampling, teknik 

statistik) untuk menjelaskan variasi hasil kebijakan sebagai produk dari 

variable masukan dan proses. Namun setiap hasil kebijakan yang ada 

(misalnya, jumlah lulusan pelatihan yang dipekerjakan, unit-unit pelayanan 

yang diberikan, keuntungan pendapatan bersih yang dihasilkan) diterima 

begitu saja sebagai tujuan yang tepat.  

2. Evaluasi Formal 

Mulyadi (2015:102) Evaluasi Formal (Formal Evaluation) merupakan 

pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan 

informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan 

tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang 

telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator 

program. Asumsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target 
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diumumkan secara formal adalah merupakan ukuran untuk manfaat atau nilai 

kebijakan program. 

 

Pada evaluasi formal analis menggunakan berbagai macam metode yang sama 

seperti yang dipakai dalam evaluasi semu dan tujuannya adalah identik untuk 

menghasilkan informasi yang valid dan data dipercaya mengenai variasi-

variasi hasil kebijakan dan dampak yang dapat dilacak dai masukan dan 

proses kebijakan. Meskipun demikian perbedaannya adalah bahwa evaluasi 

formal menggunakan undang-undang, dokumen-dokumen program, dan 

wawancara dengan pembuat kebijakan dan administrator untuk 

mengidentifikasikan, mendefinisikan dan menspesifikkan  tujuan dan target 

kebijakan. Kelayakan dari tujuan dan target yang diumumkan secara formal 

tersebut tidak ditanyakan. Dalam evaluasi formal tipe-tipe criteria evaluative 

yang paling sering digunakan adalah efektivitas dan efisiensi.  

 

3. Evaluasi Teoritis Keputusan 

Menurut Mulyadi (2015:96), Evaluasi Teoritis Keputusan (Decision-Theoretic 

Evaluation) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif 

untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggung-jawabkan dan valid 

mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai 

macam pelaku kebijakan. Perbedaan pokok antara evaluasi teori keputusan di 

satu sisi, evaluasi semu dan evaluasi formal di sisi lainnya, adalah bahwa 

evaluasi keputusan teoritis berusaha untuk memunculkan dan membuat 

eksplisit tujuan dan target dari pelaku kebijakan baik yang tersembunyi atau 

dinyatakan. Ini berarti bahwa tujuan dan target dari para pembuat kebijakan 
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dan administrator merupakan salah satu sumber nilai, karena semua pihak 

yang membuat andil dalam memformulasikan dan mengimplementasikan 

kebijakan (sebagai contoh, staf tingkat menengah dan bawah, pegawai pada 

badan-badan lainnya, kelompok klien) dilibatkan dalam merumuskan tujuan 

dan target dimana kinerja nantinya akan diukur. Evaluasi keputusan teoritis 

merupakan cara untuk mengatasi beberapa kekurangan dari evaluasi semu dan 

evaluasi formal. 

1. Kurang dan tidak dimanfaatkannya informasi kinerja. Sebagian 

besar informasi yang dihasilkan melalui evaluasi kurang digunakan atau 

tidak pernah digunakan untuk memperbaiki pembuatan kebijakan. Untuk 

sebagian, hal ini karena evaluasi tidak cukup responsif terhadap tujuan dan 

target dari pihak-pihak yang mempunyai andil dalam perumusan dan 

implementasi kebijakan dan program. 

2. Ambiguitas kinerja tujuan. Banyak tujuan dan program public yang kabur. 

Ini berarti bahwa tujuan umum yang sama misalnya untuknya 

meningkatkan kesehatan dan mendorong konservasi energy yang lebih 

baik dapat menghasilkan tujuan spesifik yang saling bertentangan satu 

terhadap lainnya. Ini dapat terjadi jika diingat bahwa tujuan yang sama 

(misalnya, perbaikan kesehatan) dapat dioperasionalkan kedalam paling 

sedikit enam macam criteria evaluasi: efektivitas,  efisiensi, kecukupan, 

kesamaan, responsivitas dan kelayakan. Salah satu tujuan dan evaluasi 

keputusan teoritis  adalah untuk mengurangi kekaburan tujuan dan 

menciptakan konflik antar tujuan spesifik atau target. 



16 

 

3. Tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Tujuan dan target kebijakan dan 

program-program public tidak dapat secara memuaskan diciptakan dengan 

memusatkkan pada nilai-nilai salah satu atau beberapa pihak (misalnya 

kongres, kelompok klien yang dominan atau kepala administrator). Dalam 

kenyataan, berbagai pelaku kebijakan dengan tujuna dan target yang saling 

berlawanan Nampak dalam hamper semua kondisi/situasi yang 

memerlukan evaluasi. Evaluasi keputusan-teoritis berusaha untuk 

mengidentifikasi berbagi pelaku kebijakan ini dan menampakkan tujuan-

tujuan mereka. 

 

 Salah satu tujuan utama dari evaluasi teoritis keputusan adalah untuk 

menghubungkan informasi mengenai hasil-hasil kebijakan dengan nilai-nilai dari 

berbagai pelaku kebijakan. Asumsi dari evaluasi teoritis keputusan adalah bahwa 

tujuan dan sasaran dari pelaku kebijakan baik yang dinyatakan secara formal 

maupun secara tersembunyi merupakan aturan yang layak terhadap manfaat atau 

nilai kebijakan dan program. Dan bentuk utama dari evaluasi teoritis kebijakan 

adalah penaksiran evaluabilitas dan analisis utilitas multiatribut, keduanya 

berusaha menghubungkan informasi mengenai hasil kebjakan dengan nilai dari 

berbagi pelaku kebijakan.  

 

2.2 Tinjauan Evaluasi Program 

 

2.2.1 Pengertian Evaluasi Kebijakan 

Evaluasi merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan. Anderson dalam 

Winarno (2012:229) mengemukakan evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai 

kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup 
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substansi, implementasi dan dampak merupakan langkah terakhir dalam suatu 

kebijakan. Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan yang fungsional. 

Evaluasi kebijakan dapat meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, 

program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, 

implementasi, maupun tahap dampak kebijakan. 

 

Dye dalam Parsons (2008:547) mengatakan bahwa evaluasi kebijakan adalah 

pemeriksaan yang objektif, sistematis, dan empiris terhadap efek dari kebijakan 

dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai. Hal 

lain  diungkapkan Indiahono (2009:145) yang mendefinisikan bahwa evaluasi 

kebijakan publik adalah menilai keberhasilan atau kegagalan kebijakan 

berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan yaitu aspek proses dan 

hasil. 

 

Nugroho (2009: 699) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan biasanya ditujukan 

untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna 

dipertanggungjawabkan kepada konstituennya, sejauh mana tujuan dicapai. 

Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dan 

“kenyataan”. Tujuan utama evaluasi bukanlah untuk menyalahnyalahkan, 

melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan 

harapan suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah bagaimana mengurangi 

atau menutup kesenjangan tersebut. Nugroho (2009: 670) evaluasi kebijakan  

memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Tujuannya menemukan hal-hal yang strategis untuk meningkatkan kinerja 

kebijakan. 
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2. Evaluator mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan, pelaksana 

kebijakan, dan target kebijakan. 

3. Prosedur dapat dipertanggungjawabkan secara metodologi. 

4. Dilaksanakan tidak dalam suasana permusuhan atau kebencian. 

5. Mencakup rumusan, implementasi, lingkungan dan kinerja kebijakan. 

 

Rochyati (2012:57) mengungkapkan evaluasi kebijakan publik memiliki tujuan 

sebagai berikut: 

1. Mengukur efek suatu program/kebijakan pada kehidupan masyarakat dengan 

membandingkan kondisi antara sebelum dan sesudah adanya program 

tersebut. Mengukur efek menunjuk pada perlunya metodologi penelitian. 

Membandingkan efek dengan tujuan mengharuskan penggunaan kriteria untuk 

mengukur keberhasilan. 

2. Memperoleh informasi tentang kinerja implementasi kebijakan dan menilai 

kesesuaian dan perubahan program dengan rencana. 

3. Memberikan umpan balik bagi manajemen dalam rangka perbaikan atau 

penyempurnaan implementasi. 

4. Memberikan rekomendasi pada pembuat kebijakan untuk pembuatan 

keputusan lebih lanjut mengenai program di masa datang. 

5. Sebagai bentuk pertanggung-jawaban publik atau memenuhi akuntabilitas 

publik. 

 

Menurut Dunn dalam Nugroho (2009:670), istilah evaluasi dapat disamakan 

dengan penaksiran (apprasail), pemberian angka (rating), dan penilaian  

(assessment). Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya 
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mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan 

telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Evaluasi memberi sumbangan pada 

klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan 

target. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa evaluasi 

kebijakan publik adalah kegiatan menilai keberhasilan atau kegagalan suatu 

kebijakan/ program dilihat dari proses implementasi apakah telah mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan sebelumnya. 

 

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan adalah 

kegiatan menilai keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan/ program apakah 

suatu kebijakan/ program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan 

memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kegiatan/ kinerja 

kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat 

dicapai melalui tindakan publik. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi 

dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.  

 

 

2.2.2 Tipe-tipe Evaluasi Kebijakan 

 

 

Menurut Parsons (2008: 549-552) terdapat dua tipe dalam evaluasi, yakni: 

1. Evaluasi Formatif (Formative evaluation) 

Palumbo dalam Parsons (2008:549), mengemukakan bahwa evaluasi formatif 

adalah evaluasi yang dilakukan ketika kebijakan atau program sedang 

diimplementasikan merupakan analisis tentang “seberapa jauh sebuah 

program diimplementasikan dan apa kondisi yang bisa meningkatkan 

keberhasilan implementasi”. Fase implementasi membutuhkan evaluasi 
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“formatif” yang akan memonitor cara dimana sebuah program dikelola atau 

diatur untuk menghasilkan umpan balik yang bisa berfungsi untuk 

meningkatkan proses implementasi. Rossi and Freeman dalam Parson 

(2008:550) mendeskripsikan metode evaluasi ini sebagai evaluasi pada tiga 

persoalaan, antara lain: 

a. Sejauh mana sebuah program mencapai target populasi yang tepat 

b. Apakah penyampaian pelayanan konsisten dengan spesifikasi desain 

program atau tidak 

c. Sumber daya apa yang dikeluarkan dalam pelaksanaan program. 

 

2. Evaluasi Sumatif (Summative Evaluation) 

Palumbo dalam Parson (2008:552) mendefinisikan evaluasi sumatif digunakan 

untuk mengukur bagaimana sebuah kebijakan atau program telah memberikan 

dampak terhadap masalah yang ditangani. Evaluasi sumatif berusaha 

memantau pencapaian tujuan dan target formal setelah suatu kebijakan atau 

program diterapkan untuk jangka waktu tertentu. Evaluasi sumatif dilakukan 

pascai mplementasi, dimana evaluasi dimaksudkan untuk untuk 

memperkirakan dan membandingkan dampak dari intervensi terhadap satu 

kelompok dengan kelompok lain. Sedangkan, Anderson dalam Winarno 

(2012: 230-232) membagi evaluasi kebijakan dalam dua tipe ,yaitu : 

a. Tipe Pertama, evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. 

Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsioanal, maka 

evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya 

dengan kebijakan itu sendiri. Para pembentuk kebijakan dan administrator 

selalu membuat pertimbangan-pertimbangan mengenai manfaat atau 
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dampak dari kebijakankebijakan, program-program dan proyek-proyek. 

Pertimbangan-pertimbangan ini banyak memberi kesan bahwa 

pertimbangan-pertimbangan tersebut didasarkan pada bukti yang terpisah-

pisah dan dipengaruhi ideologi, kepentingan pada pendukungnya dan 

kreteria-kreteria lainnya.  Evaluasi seperti ini akan mendorong terjadinya 

konflik karena evaluator-evaluator yang berbeda akan menggunakan 

kreteria-kreteria yang berbeda, sehingga kesimpulan yang didapatkannya 

pun berbeda mengenai manfaat dan kebijakan yang sama. 

b. Tipe Kedua, merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada 

bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi 

semacam ini berangkat dari pertanyaan-pertanyaan dasar yang 

menyangkut: Apakah program dilaksanakan dengan semestinya? Berapa 

biaya? Siapa yang menerima manfaat (pembayaran atau pelayanan) dan 

berapa jumlahnya? Apakah terdapat publikasi atau kejenuhan dengan 

program-program lain? Apakah ukuran-ukuran dasar dan prosedur-

prosedur yang secara sah diikuti? Dalam menggunakan pertanyaan-

pertanyaan ini dalam melakukan evaluasi dan memfokuskan diri pada 

bekerjanya kebijakan atau program-program, maka evaluasi dengan tipe 

ini akan lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi 

dalam melaksanakan program. Evaluasi dengan menggunakan tipe seperti 

ini mempunyai kelemahan yakni kecendrungannya untuk menghasilkan 

informasi yang sedikit mengenai dampak suatu program terhadap 

masyarakat. 
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c. Tipe Ketiga, adalah tipe evaluasi kebijakan sistematis. Evaluasi sistematis 

melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk 

mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-

tujuan tersebut telah tercapai. Evaluasi sistematis diarahkan untuk melihat 

dampak yang ada dari suatu kebijakan dengan berpijak pada sejauh mana 

kebijakan tersebut menjawab kebutuhan atau masalah masyarakat. Dengan 

demikian, evaluasi sistematis akan berusaha menjawab pertanyaan-

pertanyaan seperti: Apakah kebijakan yang dijalankan mencapai tujuan 

sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya? Berapa biaya yang 

dikeluarkan serta keuntungan apa yang didapat? 

 

Siapa yang menerima keuntungan dari program kebijakan yang telah dijalankan? 

Dengan mendasarkan pada tipe-tipe pertanyaan evaluatif seperti itu, maka 

konsekuensi yang diberikan oleh evaluasi sistematis adalah bahwa evaluasi ini 

akan memberi suatu pemikiran tentang dampak dari kebijakan dan 

merekomendasikan perubahan-perubahan kebijakan dengan mendasarkan 

kenyataan yang sebenarnya kepada para pembentuk kebijakan dan masyarakat 

umum. Lain halnya dengan Bingham dan Felbinger dalam Winarno (2009:676) 

membagi evaluasi kebijakan menjadi empat jenis, yaitu: 

1. Evaluasi proses, yang fokus pada bagaimana proses implementasi suatu 

kebijakan; 

2. Evaluasi dampak, yang fokus pada hasil akhir suatu kebijakan; 

3. Evaluasi kebijakan, yang menilai hasil kebijakan dengan tujuan yang 

direncanakan dalam kebijakan pada saat dirumuskan; 
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4. Meta-evaluasi, yang merupakan evaluasi terhadap berbagai hasil atau temuan 

evaluasi dari berbagai kebijakan yang terkait. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menggunakan tipe evaluasi yaitu 

evaluasi formatif atau formative evaluation, yaitu  evaluasi yang dilakukan ketika 

kebijakan atau program sedang diimplementasikan merupakan analisis tentang 

“seberapa jauh sebuah program diimplementasikan dan apa kondisi yang bisa 

meningkatkan keberhasilan implementasi”. Evaluasi fase implementasi 

membutuhkan evaluasi “formatif” yang akan memonitor cara dimana sebuah 

program dikelola atau diatur untuk menghasilkan umpan balik yang bisa berfungsi 

untuk meningkatkan proses implementasi. 

 

2.2.3 Parameter 

 

Menurut Moleong (2013:94) ada dua maksud tertentu yang ingin peneliti capai 

dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus.  

Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi.  Kedua, penetapan fokus itu 

berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-inklusi atau kriteria masuk-keluar suatu 

informasi yang baru diperoleh di lapangan. Sehingga peneliti memfokuskan 

penelitian terhadap masalah-masalah yang menjadi tujuan dari penelitian dan 

dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang dikumpulkan dan 

data mana yang tidak perlu dijamah ataupun mana yang akan dibuang. 

 

Dengan melihat model evaluasi program maka yang akan menjadi fokus 

penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisa evaluasi program dengan 

berdasarkan oleh Rossi dan Freeman dalam Parsons (2008:550), variabel-variabel 

yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut: 
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1. Sejauh mana sebuah program mencapai target populasi yang tepat; merujuk 

pada bagaimana menjalin komunikasi yang baik dalam pelaksanaan program 

perpolisian masyarakat, pencapaian yang diinginkan dari pelaksanaan 

program perpolisian masyarakat apakah sudah menjangkau sasaran, apakah 

pelaksanaan program telah memuaskan kebutuhan masyarakat, dan seberapa 

besar tingkat efektivitas pelaksanaan program perpolisian masyarakat apa 

sudah mengatasi masalah. 

2. Penyampaian pelayanannya konsisten dengan spesifikasi desain program; 

merujuk pada apakah pelaksanaan program perpolisian masyarakat sudah 

memiliki peraturan yang memadai dalam pelaksanaan pelayanan sudah sesuai 

dengan peraturan yang ada, dan pertanggungjawaban/ wewenang petugas 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

3. Sumber daya yang dikeluarkan dalam melaksanakan program; merujuk pada 

anggaran dan sarana peralatan pendukung apakah terealisasi dengan baik 

pada program perpolisian masyarakat, dan pemenuhan sumber daya manusia 

apakah sudah sesuai kebutuhan.  

 

2.3 Tinjauan Perpolisian Masyarakat (Polmas) 

 

2.3.1 Tinjauan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) 

 

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 

1 Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat Polri adalah 

alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, 

dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam 
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negeri. Sedangkan dalam artian perpolisian atau pemolisian menurut Perkap. 

Nomor 7 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 4 yaitu Policing dapat diartikan sebagai: 

1. Perpolisian, yaitu segala hal ihwal tentang penyelenggaraan fungsi kepolisian, 

tidak hanya menyangkut operasionalisasi (taktik/ teknik) fungsi kepolisian 

tetapi juga pengelolaan fungsi kepolisian secara menyeluruh mulai dari tataran 

manajemen puncak sampai dengan manajemen lapis bawah, termasuk 

pemikiran-pemikiran filsafati yang melatarbelakanginya. 

2. Pemolisian, yaitu pemberdayaan segenap komponen dan segala sumber daya 

yang dapat dilibatkan dalam pelaksanaan tugas atau fungsi kepolisian guna 

mendukung penyelenggaraan fungsi kepolisian agar mendapatkan hasil yang 

lebih optimal. 

 

2.3.2 Tinjauan Masyarakat 

 

 

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 6, 

Masyarakat adalah sekelompok orang atau warga yang hidup dalam suatu wilayah 

dalam arti yang lebih luas misalnya kecamatan, kota, kabupaten atau provinsi atau 

bahkan yang lebih luas, sepanjang mereka memiliki kesamaan kepentingan, 

misalnya masyarakat pedesaan, masyarakat perkotaan, masyarakat tradisional, 

masyarakat modern dsb. Sedangkan menurut Perkap. RI No.7 Tahun 2008 Pasal 1 

ayat 5 bahwa, Masyarakat dalam artian, Community yang diterjemahkan 

komunitas dapat diartikan sebagai: 

1. Sekelompok warga (laki laki dan perempuan) atau komunitas yang berada di 

dalam suatu wilayah kecil yang jelas batas-batasnya (geographic-community). 

Batas wilayah komunitas dapat berbentuk RT, RW, desa, kelurahan, ataupun 
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berupa pasar/ pusat belanja/ mall, kawasan industri, pusat/ komplek olahraga, 

stasiun bus/ kereta api, dan lain-lainnya. 

2. Warga masyarakat yang membentuk suatu kelompok atau merasa menjadi 

bagian dari suatu kelompok berdasar kepentingan (community of interest), 

contohnya kelompok berdasar etnis/suku, agama, profesi, pekerjaan, keahlian, 

hobi, dan lain-lainnya. 

3. Polmas diterapkan dalam komunitas-komunitas atau kelompok masyarakat 

yang tinggal di dalam suatu lokasi tertentu ataupun lingkungan komunitas 

berkesamaan profesi. (misalnya kesamaan kerja, keahlian, hobi, kepentingan 

dsb), sehingga warga masyarakatnya tidak harus tinggal di suatu tempat yang 

sama, tetapi dapat saja tempatnya berjauhan sepanjang komunikasi antara 

warga satu sama lain berlangsung secara intensif atau adanya kesamaan 

kepentingan. (misalnya: kelompok ojek, hobi burung perkutut, pembalap 

motor, hobi komputer dan sebagainya) yang semuanya bisa menjadi sarana 

penyelenggaraan Polmas. 

 

2.3.3 Tinjauan Perpolisian Masyarakat (Polmas) 

 

 

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 1, 

Pemolisian Masyarakat (Community Policing) yang selanjutnya disingkat Polmas 

adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota 

Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi 

permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan 

serta menemukan pemecahan masalahnya. 
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Menurut Peraturan Kepala Kepolisian No.7 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 7, 

Pemolisian Masyarakat (Polmas) adalah penyelenggaraan tugas kepolisian yang 

mendasari kepada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib 

tidak mungkin dilakukan oleh Polri sepihak sebagai subjek dan masyarakat 

sebagai objek, melainkan harus dilakukan bersama oleh polisi dan masyarakat 

dengan cara memberdayakan masyarakat melalui kemitraan polisi dan warga 

masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat 

menimbulkan permasalahan dimasyarakat, mampu mendapatkan solusi untuk 

mengantisipasi permasalahannya dan mampu memelihara keamanan serta 

ketertiban di lingkungannya.  

 

2.3.4 Strategi Perpolisian Masyarakat (Polmas) 

 

 

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Nomor  7 Tahun 2008, Pasal 1 ayat 8, 

Strategi polmas adalah implementasi pemolisian proaktif yang menekankan 

kemitraan sejajar antara polisi dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan 

penangkalan kejahatan, pemecahan masalah sosial yang berpotensi menimbulkan 

gangguan Kamtibmas dalam rangka meningkatkan kepatuhan hukum dan kualitas 

hidup masyarakat. Sedangkan, menurut Perkap.No. 7 Tahun 2008, Pasal 9-10 

Strategi dalam pencapaian polmas dibagi menjadi 2 (dua), antara lain : 

1. Tujuan  

Tujuan strategi polmas adalah terwujudnya kemitraan Polri dengan warga 

masyarakat yang mampu mengidentifikasi akar permasalahan, menganalisa, 

menetapkan prioritas tindakan, mengevaluasi efektifitas tindakan dalam 
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rangka memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat serta 

peningkatan kualitas hidup masyarakat. 

2. Sasaran  

Ada beberapa poin-poin dalam sasaran strategi Polmas, meliputi: 

a. Tumbuhnya kesadaran dan kepedulian masyarakat/ komunitas terhadap 

potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungannya.  

b. Meningkatkan kemampuan masyarakat bersama dengan petugas Polri 

untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang terjadi di lingkungannya, 

melakukan analisis dan memecahkan masalahnya. 

c. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengatasi permasalahan 

yang ada bersama-sama dengan petugas Polri dan dengan cara yang tidak 

melanggar hukum. 

d. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. 

e. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menciptakan Kamtibmas di 

lingkungannnya masing-masing. 

f. Menurunnya peristiwa yang menggangu keamanan dan ketertiban 

masyarakat atau komunitas. 

 

Menurut Widodo (2008:125) untuk melakukan evaluasi kebijakan, program dan 

kegiatan terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan: 

1. Mengidentifikasi apa yang menjadi tujuan kebijakan, program dan kegiatan. 

2. Penjabaran tujuan kebijakan, program dan kegiatan ke dalam kriteria atau 

indikator pencapaian tujuan. 

3. Pengukuran indikator pencapaian tujuan kebijakan program 
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4. Berdasarkan indikator pencapaian tujuan kebijakan program tadi, data dicari 

di lapangan. 

5. Hasil data yang diperoleh dari lapangan diolah dan dikomparasi dengan 

kriteria pencapaian tujuan. 

 

Terwujudnya kemitraan Polisi dengan masyarakat yang mampu mengidentifikasi 

akar permasalahan, menganalisa, menetapkan prioritas tindakan, mengevaluasi 

efektifitas tindakan dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban dan 

kententraman masyarakat serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. 

Tumbuhnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap potensi gangguan 

keamanan, ketertiban dan ketentraman di lingkungannya, meningkatnya 

kemampuan masyarakat bersama dengan polisi untuk mengidentifikasi akar 

permasalahan atau potensi gangguan kamtibmas yang terjadi di lingkungannya, 

melakukan analisis dan memecahkan masalahnya, meningkatnya kemampuan 

masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang ada bersama-sama dengan polisi, 

meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, meningkatnya partisipasi 

masyarakat dalam menciptakan kamtibmas di lingkungannya masing-masing, 

menurunnya peristiwa yang mengganggu keamanan dan ketenteraman 

dilingkungan masyarakat. 

 

Mengenai pelaksanaan ada sumber daya yaitu dapat berupa dana maupun manusia 

(personel), menurut Edward dalam Mulyadi (2015:28), sumber daya yaitu 

menekankan setiap kebijakan atau program harus didukung oleh sumber daya 

yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya financial. 

Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas 
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implementator yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya 

financial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program atau kebijakan. 

Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan atau program. Sebab 

tanpa kehandalan implementator, kebijakan menjadi kurang enerjik dan berjalan 

lambat. Sedangkan, sumber daya financial menjamin keberlangsungan kebijakan 

atau program. Tanpa adanya dukungan financial yang memadai, program tak 

dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran. 

 

 

2.3.5 Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat (FKPM) dan Balai 

Kemitraan Polri dan Masyarakat (BKPM) 

 

1.  Forum Komunikasi Polri dan Masyarakat (FKPM) 

 Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 6, 

FKPM adalah wahana komunikasi antara Polri dan warga yang dilaksanakan 

atas dasar kesepakatan bersama dalam rangka pembahasan masalah kamtibmas 

dan masalah-masalah sosial yang perlu dipecahkan bersama oleh masyarakat 

dan petugas Polri dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang 

kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup 

masyarakat, FKPM juga dapat disebut dengan nama dan istilah lain atau bahasa 

daerah tertentu atas kesepakatan setempat. FKPM ini dibangun atas dasar 

kesepakatan bersama.  

 

 Pelaksanaan Polmas di masyarakat untuk memberikan media komunikasi dan 

membangun kemitraan serta pemecahan masalah sosial yang terjadi adalah 

dengan melalui suatu program pembentukan Forum Kemitraan Polisi dan 
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Masyarakat (FKPM). Pembentukan FKPM ini didasarkan pada Surat 

Keputusan Kepala Kepolisian Nomor Polisi: Skep/737/IX/2005 dalam 

implementasinya menggugah masyarakat untuk peduli dengan keamanan 

dilingkungannya dengan membentuk satu wadah atau paguyuban. FKPM 

merupakan pranata sosial dan bukan merupakan pranata birokrasi, sehingga 

keberadaannya independent (berdiri sendiri) dan bebas dari intervensi pihak 

atau kelompok tertentu.  

 

 Forum ini dibentuk juga berdasarkan kesadaran masyarakat yang memiliki 

kepedulian terhadap lingkungan serta merupakan hasil kesepakatan warga, 

khususnya berkaitan dengan keamanan masalah-masalah sosial yang terjadi di 

sekitarnya. Panduan pembentukan dan operasionalisasi FKPM ini telah 

ditetapkan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Nomor 

Polisi: Skep/433/VII/2006. Keputusan ini dikeluarkan untuk menyamakan 

persepsi dan misi dari FKPM serta menjadi pedoman bagi anggotanya agar 

dalam menjalankan tugas tidak melampaui batas kewenangan yang telah 

ditentukan.  

 

 Di Provinsi Lampung, implementasi peran FKPM sebagai sebuah organisasi 

independent (berdiri sendiri) dalam membantu aparat keamanan dalam 

menciptakan suasana aman dan kondusif telah dimulai sejak Oktober 2006. 

Beberapa wilayah yang telah membentuk FKPM misalnya Kabupaten Tulang 

Bawang, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten 

Lampung Barat, dan Kota Bandar Lampung.  
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 Pelaksanaan program Polmas melalui FKPM di Wilayah Kota Bandar 

Lampung telah dilaksanakan sejak tahun 2007 yang dibentuk berdasarkan 

instruksi dari Pemerintah Daerah Bandar Lampung dalam hal ini melalui 

Kepolisian Tingkat Daerah Provinsi Lampung yang kemudian diturunkan 

kepada Kepolisian Resort Kota/Kabupaten masing-masing dan selanjutnya 

dilaksanakan di Kepolisian Sektor di tingkat kecamatan, dan tiap kecamatan 

dapat membentuk FKPM di tingkat kelurahan masing-masing. Pembentukan 

FKPM juga dilandasi oleh kebutuhan masyarakat terhadap rasa aman dan 

tertib. Dimana polisi di daerah tersebut dianggap kurang mengayomi 

masyarakat sehingga pembentukan FKPM dinilai sangat tepat dalam rangka 

untuk menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan polisi.  

 

2.  Balai Kemitraan Polri dan Masyarakat (BKPM)  

Menurut  Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 3 tahun 2015 Pasal 1 ayat 7, 

BKPM adalah tempat berupa bangunan atau balai yang digunakan untuk 

kegiatan polisi dan warga dalam membangun kemitraan. Balai ini dapat 

dibangun baru atau mengoptimalkan bangunan polisi yang sudah ada seperti 

Kepolisian Sektor (Polsek) dan Pos Polisi/ Police Box (Pospol) atau fasilitas 

umum lainnya.  

 

2.3.6 Bentuk-bentuk Kegiatan dalam Penerapan Perpolisian Masyarakat 

(Polmas) 

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2008 Pasal 14, bahwa 

bentuk-bentuk kegiatan Polmas, antara lain: 

1. Kegiatan pelayanan dan perlindungan warga masyarakat:  
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a. Intensifikasi kegiatan pembinaan masyarakat;  

b. Intensifikasi patroli dan tatap muka petugas Polri dengan warga.  

2. Komunikasi intensif petugas Polri-warga masyarakat:  

a. Intensifikasi kontak person antara petugas dengan warga secara langsung/ 

tatap muka, atau melalui sarana komunikasi;  

b. Pemanfaatan sarana media pers cetak maupun elektronik;  

c. Penyelenggaraan forum komunikasi Polri dan masyarakat.  

3. Pemanfaatan FKPM untuk pemecahan masalah, eliminasi akar permasalahan 

dan pengendalian masalah sosial.  

a. Pemanfaatan tempat, balai pertemuan untuk forum komunikasi 

masyarakat;  

b. Pemanfaatan forum pertemuan yang dilaksanakan warga masyarakat 

secara rutin, periodik atau insidentil.  

4. Pendekatan dan komunikasi intensif dengan tokoh-tokoh formal dan informal 

(adat,agama, pemuda, tokoh perempuan atau ibu-ibu, pengusaha, profesi, dsb) 

dalam rangka mengeliminasi akar permasalahan dan pemecahan masalah 

keamanan atau ketertiban;  

5. Pemberdayaan pranata sosial untuk pengendalian sosial, eliminasi akar 

masalah dan pemecahan masalah sosial;  

6. Penerapan konsep Alternative Dispute Resolution (pola penyelesaian masalah 

sosial melalui jalur alternatif yang lebih efektif berupa upaya menetralisir 

masalah selain melalui proses hukum atau non litigasi), misalnya melalui 

upaya perdamaian; 

7. Pendidikan atau pelatihan ketrampilan penanggulangan gangguan kamtibmas;  
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8. Koordinasi dan kerjasama dengan kelompok formal atupun informal dalam 

rangka pemecahan masalah Kamtibmas.  

 

Menurut Thomason dalam Parsons (2009: 555) mendefinisikan “evaluasi kinerja” 

dalam human resources management (HRM) sebagai: 

1. Identifikasi tugas yang akan dilakukan, bersama dengan kriteria yang akan 

dipakai untuk mengukur kesuksesan kinerja. Seperti dalam pelaksanaan 

program Polmas peneliti menggunakan indikator atau kriteria keberhasilan 

Polmas untuk mengukur kesuksesan dari pelaksanaan Polmas. 

2. Evaluasi Kinerja, dengan menilai hasil yang dapat diukur atau, jika hasilnya 

tidak dapat diukur, dengan menilai masukan (input) dari upaya atau tindakan 

yang relevan. Peneliti menilai hasil dari kegiatan-kegiatan pelaksanan Polmas 

dengan menggunakan upaya atau tindakan mulai dari pembinaan, menjalin 

kerjasama, pemberian informasi tentang Kamtibmas dsb. 

3. Penentuan jumlah imbalan (reward), remunerasi, atau reinforcement yang 

akan diberikan untuk meningkatkan, mempertahankan, atau memajukan 

tingkat kinerja yang ada. Seperti anggaran untuk melaksanakan kegiatan-

kegiatan Polmas dan untuk meningkatkan serta memajukan tingkat kinerja 

program Polmas. 

 

Evaluasi dalam kebijakan atau program juga melibatkan kontrol melalui penilaian, 

apresiasi atau pengukuran kinerja atau monitoring terhadap orang-orang yang 

bekerja disektor publik baik di tingkat “lapangan” maupun di tingkat manajerial, 

kebijakan atau program khususnya program Polmas di Kelurahan Sukamentanti 

Baru Kecamatan Kedaton, karena pelaksanaan maupun penerapan polmas itu ada 



35 

 

di tingkat kelurahan, dan di tingkat polres sebagai pemberi arahan mengenai 

program polmas.  

 

2.3.7 Model Penerapan Perpolisian Masyarakat (Polmas) 

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2008 Pasal 15 ayat 1 dan 

Pasal 16-18, Strategi Polmas sebagai wujud perkembangan kepolisian modern 

dalam negara demokrasi yang plural yang menjunjung tinggi hak asasi manusia 

diterapkan melalui model-model Polmas yang dikembangkan melalui, modifikasi 

pranata sosial dan pola pemolisian masyarakat tradisional (Model A) Polmas yang 

dikembangkan dari Pola Tradisional disebut Polmas Model A, antara lain 

meliputi: 

1. Model Sistem Keamanan Lingkungan, (Model A1) antara lain:  

a. Ronda Kampung (Model A11) 

b. Ronda di Lingkungan Kawasan Pemukiman (Model A12).  

2. Model Pemberdayaan Pranata Sosial/ Adat (Model A2), antara lain:  

a. Jaga baya, jaga tirta (Model A21) 

b. Pecalang (Model A22) 

c. Pela gandong (Model A23). 

 

Polmas melalui intensifikasi kegiatan Fungsi Binmas Polri disebut Polmas Model  

B, intensifikasi fungsi Polri di bidang Pembinaan Masyarakat (Model B) meliputi 

antara lain:  

1. Intensifikasi kontak petugas Polri dengan warga masyarakat (Model B1): 

a. Sistem Hubungan Cepat: Hotline Telpon, SMS (Model B11) 

b. Pemanfaatan Kotak Pengaduan, Kotak Pos 7777 (Model B12). 
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2. Intensifikasi penerangan, penyuluhan (Model B2):  

a. Penerangan/ penyuluhan umum Kamtibmas (Model B21) 

b. Penerangan/ Bimmas keliling (Model B22)  

c. Pemanfaatan Sarana Media (Model B23). 

3. Intensifikasi patroli (Model B3): 

a. Patroli door to door (Model B31) 

b. Patroli sambang kampung. (Model B32) 

c. Patroli Kamandanu (Patroli jarak jauh, menginap di rumah penduduk). 

(Model B33) 

d. Patroli Blok (Model B34) 

e. Patroli Beat (Model B35) 

f. Kotak Patroli (Model B36). 

4. Kegiatan Pembinaan Oleh Fungsi Teknis Kepolisian (Model B4): 

a. Binmaspol: (Model B41): 

1) Binmas Straal (Pembinaan warga masyarakat sekitar) (Model B411) 

2) Penugasan Babinkamtibmas (Model B412) 

3) Pembinaan masyarakat berkelanjutan (Model B413) Pola Binaan, Pola 

Sentuhan, Pola Pantauan. 

b. Reserse (Model B42): 

1) Sistem Kring Reserse (Model B421) 

2) Sistem Wara-Wiri (Model B422). 

c. Lalulintas: (Model B43) Dikmas Lantas. 

5. Pengalangan potensi komunitas (Model B5): 

a. Komunitas intelektual (Model B51) 
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b. Komunitas profesi, hobi, aktifis dan lainnya (Model B52) 

c. Pemanfatan sarana olah raga dan seni budaya (Model B53) 

d. Pembinaan Dai Kamtibmas (Model B 54) 

e. Kelompok Sadar Kamtibmas (Model B 55). 

6. Pendidikan/pelatihan ketrampilan Kamtibmas (Model B6): 

a. Pelatihan Kamra (Model B61) 

b. Pembinaan Pramuka Saka Bhayangkara (Model B62) 

c. Pelatihan penanggulangan bencana alam (Model B63). 

7. Koordinasi dan kerjasama Kamtibmas (Model B7): 

a. Koordinasi dengan Pemda/instansi terkait (Model B71) 

b. Koordinasi dengan Pembina Satpam/ Polsus (Model B72) 

c. Kerjasama dengan kelompok swasta/ informal. (Model B73). 

 

Penyesuaian model community policing dari negara-negara lain (Model C), 

Polmas yang dikembangkan dari Pola Community Policing di negara lain disebut 

Polmas Model C, meliputi: 

1. Pemolisian masyarakat sesuai Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: 

Skep/737/X/2005 (Model C1): 

a. Petugas Polmas (Model C11) 

b. Pembentukan Forum Kemitraan Polri-Masyarakat (Model C12) 

c. Pembentukan Balai Kemitraan Polri-Masyarakat (Model C13). 

2. Jepang (Model C2): 

a. Sistem Koban atau di kota (Model C21) 

b. Sistem Chuzaisho atau di desa (Model C22).  
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3. Kanada dan Amerika Serikat (Model C3): 

a. Hot Spots Area (Model C31) 

b. Neighborhood Watch (Model C32). 

 

Model polmas yang diterapkan di suatu kewilayahan tidak selalu sama dengan 

model polmas yang diterapkan di kewilayahan lainnya. Penerapan model polmas 

di kewilayahan disesuaikan dengan karakteristik wilayah, masyarakat dan sasaran 

polmas yang ditentukan oleh masing-masing pimpinan satuan kewilayahan yang 

berwenang.  

 

2.3.8 Pelaksana/ Pengemban Perpolisian Masyarakat (Polmas) 

 

Pada Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2008 Pasal 24, Tingkatan 

Pelaksana Polmas, meliputi: 

1. Pada dasarnya Polmas dilaksanakan oleh seluruh anggota Polri mulai dari 

semua petugas di lapangan sampai pucuk Pimpinan Polri.  

2. Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh anggota Polri berbeda sifatnya sesuai 

dengan kedudukan dan batas kewenangan masing-masing.  

 

Pada Pasal 25, Tingkatan Pengemban Strategi sampai dengan pelaksana 

operasionalisasi Polmas, meliputi:  

a. Pembina/ Manajemen Polmas: terdiri dari pejabat Polri di Mabes Polri atau di 

kewilayahan yang mempunyai kewenangan untuk menentukan kebijakan dan 

operasionalisasi Polmas di lingkungan wilayah penugasan, sesuai batas 

kewenangannya. 
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b. Pengendali/ Supervisor Polmas: terdiri dari pejabat Polri yang ditunjuk 

sebagai pengendali pelaksanaan kegiatan Polmas. 

c. Petugas Pelaksana Polmas: terdiri dari anggota/petugas secara perorangan atau 

dalam ikatan satuan (unit) yang melaksanakan kegiatan Polmas yang langsung 

bersentuhan dengan sasaran Polmas. 

Pada Pasal 26 dan 30, penugasan kepada para pelaksana operasional dan 

pengemban strategi Polmas ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dengan 

memperhatikan/ mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut: 

a. Bentuk kegiatan atau model Polmas yang diterapkan disesuaikan dengan 

karakteristik wilayah dan masyarakat di wilayah penugasan. 

b. Perbandingan antara kualitas/ kapasitas warga masyarakat yang menjadi 

sasaran kegiatan Polmas dengan kualitas pengemban tugas Polmas. 

c. Perimbangan antara bobot materi untuk kegiatan Polmas dibandingkan dengan 

kualitas kapasitas dan kemampuan pelaksana pengemban Polmas. 

 

Petugas Polmas: 

a. Melaksanakan tugas Polmas dengan memedomani falsafah dan strategi 

Polmas. 

b. Unsur pelaksana terdiri dari: 

1) Petugas yang telah dididik khusus untuk Polmas. 

2) Petugas Babinkamtibmas. 

3) Semua anggota Polisi yang bertugas di lapangan. 

4) Anggota Polisi yg bertempat tinggal di lingkungan masyarakat. 
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2.4 Tinjauan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) dan 

Tinjauan Bhintara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 

(Bhabinkamtibmas) 

1. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) 

 

Menurut Keputusan Kepolisian Nomor: Kep/307/V/2011 hal. 5 huruf g, 

Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), adalah suatu kondisi dinamis 

masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan 

nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya 

keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang 

mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan 

masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk 

pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan 

masyarakat. 

 

2. Bhintara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) 

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2008, merupakan kegiatan 

pembinaan Kamtibmas terhadap warga kelurahan atau pedesaan yang 

dilaksanakan oleh petugas Bhabinkamtibmas secara tetap sesuai dengan Surat 

Perintah Penugasan (SPP). 

 

 

2.5  Penelitian Terdahulu 

Penelitian sebelumnya mengambil contoh pada Kota Surabaya yaitu Jurnal Ilmu 

Administrasi Negara Universitas Airlangga dengan judul “Evaluasi Kebijakan 

Perpolisian Masyarakat (POLMAS) (Studi Deskriptif: Diseminasi Kebijakan 
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Polmas terhadap Petugas Pelaksana Polmas di Kepolisian Sektor Jajaran 

Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya)”.  Penelitian tersebut mengemukakan, 

reformasi kepolisian kini telah menjadi upaya nyata yang dilakukan oleh 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Budaya militeristik yang melekat 

kuat pada polisi berdampak pada ketidak percayaan publik (public distrust) 

terhadap institusi kepolisian. Untuk memperbaiki citra buruk kepolisian di mata 

publik tersebut maka kepolisian harus mengembangkan strategi yang tepat, salah 

satunya melalui apa yang disebut pemolisian masyarakat (community policing). 

Ini adalah upaya untuk mengembalikan kepercayaan publik (trus building) 

terhadap intitusi Polri dari aspek kultural. Aspek lain yang menjadi  bagian dari 

reformasi kepolisian adalah aspek struktural dan aspek instrumental.  

 

Model Perpolisian Masyarakat (Polmas) ini dikembangkan sebagai tanggapan 

polisi atas perkembangan masyarakat yang secara politik semakin demokratis, 

secara teknologis semakin terbuka dan dengan akses informasi sangat mudah dan 

cepat, serta secara kultural mengedepankan keragaman dan kesetaraan. Oleh 

karena itu, di dalam model Polmas menekankan pada prinsip penghormatan 

HAM, memperlakukan masyarakat sebagai subyek dan mitra sejajar. Persoalan 

keamanan bukan saja tanggungjawab polisi tetapi tanggungjawab semua pihak.  

 

Masalah keamanan disini juga diperluas pengertiannya, bukan keamanan atas 

harta benda semata-mata, melainkan keamanan atas manusia dan lingkungannya, 

karena itu termasuk juga masalah sosial yang ada di masyarakat. Di Surabaya, 

FKPM (Forum Kemitraan Polisi Masyarakat) yang merupakan perwujudan dari 

Polmas sebagai bentuk keikutsertaan berbagai elemen masyarakat dalam 
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mengatasi masalah keamanan dalam kedudukan yang setara dengan polisi, 

faktanya mengalami banyak penyimpangan dari prinsip-prinsip dasar Polmas. 

Sumber: http://journal.unair.ac.id/ 

 

 

2.6  Kerangka Pikir 

 

 

Metode Polmas adalah melalui penyelenggaraan kemitraan antara Polri dengan 

warga masyarakat yang didasari prinsip kesetaraan guna membangun kepercayaan 

warga masyarakat terhadap Polri, sehingga terwujud kebersamaan dalam rangka 

memahami masalah kamtibmas dan masalah sosial, menganalisis masalah, 

mengusulkan alternatif-alternatif solusi yang tepat dalam rangka menciptakan rasa 

aman, tentram dan ketertiban (tidak hanya berdasarkan pada hukum pidana dan 

penangkapan), melakukan evaluasi serta evaluasi ulang terhadap efektifitas solusi 

yang dipilih. Dalam Perkap Nomor  7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar 

Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas 

Polri, bahwa pola operasionalisasi Polmas meliputi: 

1. Upaya pemecahan masalah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat 

lebih mengutamakan proses mengidentifikasi akar permasalahan, 

menganalisa, menetapkan prioritas tindakan, mengevaluasi efektifitas tindakan 

bersama dengan masyarakat, sehingga bukan hanya sekedar mencakup 

penanganan masalah yang bersifat sesaat. 

2. Pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat menuju terwujudnya tujuh 

dimensi pelayanan masyarakat yang mencakup komunikasi berbasis 

kepedulian, tanggap, cepat dan tepat, kemudahan pemberian informasi, 
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prosedur yang efisien dan efektif, biaya yang formal dan wajar, kemudahan 

penyelesaian urusan, lingkungan fisik tempat kerja yang kondusif. 

3. Upaya penegakan hukum lebih diutamakan kepada sasaran peningkatan 

kesadaran hukum daripada penindakan hukum. 

4. Upaya penindakan hukum merupakan alternatif tindakan yang paling akhir, 

bila cara-cara pemulihan masalah atau cara-cara pemecahan masalah yang 

bersifat persuasif tidak berhasil.  
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Gambar 2.1  

Bagan Kerangka Pikir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Diolah oleh peneliti 

 

1. Perkap Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar 

Strategi dan Implementasi Perpolisian Masyarakat Dalam 

Penyelenggaraan Tugas Polri 

2. Perkap Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perpolisian 

Masyarakat 

 

Proses Implementasi Perpolisian 

Masyarakat 

 

Evaluasi Formatif, Parsons (2009:550) : 

1. Sejauh mana sebuah program mencapai target populasi yang 

tepat. 

2.  Pelayanannya konsisten dengan spesifikasi desain program. 
 

3. Sumber daya apa yang dikeluarkan dalam melaksanakan 

program. 

 

Evaluasi Program Perpolisian Masyarakat dalam 

Menjaga Kamtibmas 
 

Masalah Kamtibmas di Kota Bandar 

Lampung 

 

Kerjasama Polri bersama masyarakat 

dalam upaya menjaga Kamtibmas 

 



 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 

Menurut Moleong (2009:5) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud 

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistic dan 

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

Sedangkan, menurut Sugiyono (2012:7) penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang berlandasan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada kondisi 

objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada 

generalisasi. Pada penelitian kualitatif, yang menjadi alat dalam 

prosespengumpulan data adalah peneliti itu sendiri. 

 

Penelitian deskriptif bermaksud memberikan gambaran suatu gejala sosial 

tertentu, sudah ada informasi mengenai gejala sosial seperti yang dimaksudkan 

dalam suatu permasalahan penelitian namun belum memadai. Penelitian deskriptif 

menjawab pertanyaan apa dengan penjelasan yang lebih terperinci mengenai 

gejala sosial seperti yang dimaksudkan dalam suatu permasalahan penelitian yang 
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bersangkutan. Pada penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan yaitu deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan pada evaluasi program 

Polmas dalam upaya menjaga Kamtibmas adalah melalui penilaian implementasi. 

Peneliti menggunakan tipe evaluasi formatif (formative evaluation) dilakukan 

terhadap kebijakan/ program yang sedang diimplementasikan dan berfokus pada 

penilaian tentang seberapa efektif suatu kebijakan/ program dilaksanakan. Peneliti 

Menggunakan tipe evaluasi formatif yaitu untuk mengevaluasi output dari 

implementasi program Polmas dalam upaya menjaga Kamtibmas di Kota Bandar 

Lampung. 

 

3.2 Fokus Penelitian 

 
 

Menurut Sugiyono (2012:207) batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut 

dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Dalam 

penelitian kualitatif, peneliti perlu mengajukan fokus penelitian. Fokus penelitian 

yang ditentukan peneliti akan menurunkan serangkaian pertanyaan penelitian 

yang akan diteliti. Penentuan fokus dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan 

pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial. 

 

Fokus dalam penelitian ini adalah mengevaluasi dari pelaksanaan program Polmas 

dalam upaya menjaga Kamtibmas di Kota Bandar Lampung. Alasan peneliti 

memfokuskan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program Polmas dalam 

upaya menjaga Kamtibmas adalah peneliti ingin mengetahui bagaimana hasil dari 

evaluasi program Polmas tersebut. Peneliti mengambil pendapat yang 

dikemukakan oleh Rossi dan Freeman dalam Parsons (2008:550) tentang metode 

yang digunakan dalam penelitian ini: 



47 

 

 

Peneliti memfokuskan tipe evaluasi yang digunakan yaitu evaluasi formatif, 

dimana kebijakan atau program yang sedang diimplementasikan dan berfokus 

pada penilaian tentang seberapa efektif suatu kebijakan atau program 

dilaksanakan. Sehingga hal tersebut dijadikan sebagai aspek yang akan diteliti. 

Selanjutnya, peneliti mengelompokkan variabel-variabel pada fokus penelitian 

sebagai berikut : 

1. Sejauh mana sebuah program mencapai target populasi yang tepat; merujuk 

pada bagaimana menjalin komunikasi yang baik dalam pelaksanaan program 

perpolisian masyarakat, pencapaian yang diinginkan dari pelaksanaan 

program perpolisian masyarakat apakah sudah menjangkau sasaran, apakah 

pelaksanaan program telah memuaskan kebutuhan masyarakat, dan seberapa 

besar tingkat efektivitas pelaksanaan program perpolisian masyarakat apa 

sudah mengatasi masalah. 

2. Penyampaian pelayanannya konsisten dengan spesifikasi desain program; 

merujuk pada apakah pelaksanaan program perpolisian masyarakat sudah 

memiliki peraturan yang memadai dalam pelaksanaan pelayanan sudah sesuai 

dengan peraturan yang ada, dan pertanggungjawaban/ wewenang petugas 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

3. Sumber daya yang dikeluarkan dalam melaksanakan program; merujuk pada 

anggaran dan sarana peralatan pendukung apakah terealisasi dengan baik 

pada program perpolisian masyarakat, dan pemenuhan sumber daya manusia 

apakah sudah sesuai kebutuhan.  
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3.3 Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian 

terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari 

objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. 

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort Kota (Polresta) Bandar Lampung. 

Alasan memilih lokasi karena kepolisian sebagai mitra bersama warga 

masyarakat, dengan cara membina masyarakat dan sebagai pelaksana serta 

penerapan program Polmas di Kelurahan Sukamenanti Baru Kecamatan Kedaton 

Bandar Lampung dalam menjaga Kamtibmas di lingkungannya secara bersama-

sama. Selain itu untuk melengkapi data mengenai kasus-kasus mengenai 

gangguan Kamtibmas, maka Polresta Bandar Lampung, Kelurahan Sukamenanti 

Baru Kecamatan Kedaton dan Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung 

Utara Kota Bandar Lampung merupakan lokasi pengambilan data, sumber dan 

dokumen-dokumen lengkap yang menyangkut permasalahan Kamtibmas di kota 

Bandar Lampung. 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

 
 

Penelitimembagi jenis data dalam penelitian ini ke dalam 2 (dua) jenis yaitu: 

3.4.1 Data Primer 

Data primer merupakan data yang berkaitan dengan fokus penelitian dan 

merupakan hasil pengumpulan peneliti sendiri selama berada di lokasi penelitian. 

Data-data tersebut merupakan bahan analisis utama yang digunakan dalam 

penelitian ini yang berupa hasil wawancara dan pengamatan pada Polresta Bandar 

Lampung, serta tokoh masyarakat terkait di beberapa wilayah lainnya. Informan, 
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yaitu orang-orang atau pihak yang terkait dan dinilai memiliki informasi tentang 

Polmas. Adapun informan yang dimaksudkan antara lain: 

Tabel 3.1 Informan Terkait Evaluasi Program Polmas 

No. Nama Jabatan 

1. AKP Feriwanto, S.sos, M.H. Selaku Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat 

(Kasatbinmas) Polresta Bandar Lampung 

2. Aiptu Pansuri Selaku Kepala Unit Pembinaan Perpolisian 

Masyarakat (Panit Binpolmas) 

3. Herly Selaku Staf Satuan Pembinaan Masyarakat 

(Satbinmas) Polresta Bandar Lampung  

4. Aiptu Tri Istikasari Selaku Bhintara Pembinaan Keamanan dan 

Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) 

Sukamenati Baru 

5. Muslimin S.sos Selaku Lurah Sukamenati Baru 

6. Untung Waluyo Selaku Ketua Perpolisian Masyarakat (Polmas) 

dan Tokoh Masyarakat Kelurahan 

Sukamenanti Baru 

7. Sumardi Selaku Rukun Tangga (RT) dan Tokoh 

Masyarakat Sukamenanti Baru 

8. Bripka Wantri Antoni Selaku Bhintara Pembinaan Keamanan dan 

Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) 

Kupang Teba 

9. Alfian Effendi Selaku Tokoh Masyarakat Kupang Teba 
 

Sumber: Informan ditentukan oleh peneliti berdasarkan keterkaitan dengan pelaksanaan 

Program Perpolisian Masyarakat (Polmas) 

 

3.4.2 Data Sekunder 

Data sekunder merupakan bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dan 

digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer. Data-data 

yang dapat dijadikan informasi yakni berupa surat-surat, instruksi Presiden, 

Peraturan Daerah dan data-data lainnya yang didapatkan peneliti pada Polresta 

Bandar Lampung dan Kelurahan Sukamenanti Baru, yang berkaitan dengan fokus 

penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen-

dokumen, yaitu dokumen yang berkaitan dengan Polmas yang diperoleh dari 

berbagai sumber meliputi: catatan-catatan, arsip-arsip, foto dan dokumen-

dokumen yang terkait. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar yang ditetapkan. 

1. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Wawancara, Esterberg dalam Sugiyono (2012:231) mendefinisikan 

wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat menkontruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu.Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan 

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. 

Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri 

sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau 

keyakinan pribadi. Stainback dalam Sugiyono (2012:232) juga 

mengungkapkan, dalam wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal yang 

lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan 

fenomena yang terjadi, dimana hal tersebut tidak dapat ditemukan dalam 

observasi. 

b. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumentasi. 
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Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan 

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, 

sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan 

perkiraan. Dokumen yang digunakan dapat berupa peraturan perundang-

undangan, buku harian, laporan kegiatan, panduan pelaksanaan kegiatan, 

catatan-catatan, arsip-arsip, foto-foto, dokumen-dokumen lain yang 

berkaitan dengan penelitian. Teknik dokumentasi dilakukan untuk 

melengkapi data yang tidak didapatkan dari proses wawancara. Agar data 

yang diperoleh peneliti dapat teruji kebenarannya. Dokumen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang terkait 

dengan Polmas. 

c. Triangulasi, diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dari sumber yang 

telahada. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka 

peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu 

mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan 

berbagai sumber data. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

 

Menurut Bodgan dalam Sugiyono (2012:244) menyatakan bahwa analisis 

dataadalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh 

darihasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat 

mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Meliputi 

langkah-langkah sebagai berikut: 
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3.6.1 Reduksi Data (DataReduction) 

Reduksi data diartikan sebagai peroses pemilihan, pemisahan, perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis dilapangan. Laporan atau data yang diperoleh dilapangan 

akan dituangkan dalam bentuk uraian yang lengkap dan terperinci. Data yang 

sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnnya. Pada tahapan ini, 

peneliti melakukan pemilihan data yang telah didapat di lapangan yang dapat 

diperlukan berdasarkan fokus penelitian untuk dapat disajikan dalam penyajian 

data. 

 

3.6.2 Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam 

melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. 

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi yang memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Penyajian 

data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara yang dituangkan 

dalam bentuk uraian dengan teks naratif dan didukung oleh dokumen-dokumen, 

serta foto-foto maupun gambar sejenisnya untuk diadakanya suatu kesimpulan. 

 

3.6.3 Penarikan Kesimpulan (Conclusoin Drawing) 

Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian 

berlangsung, yaitu selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk 

menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering 
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timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif. 

Akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus 

menerus, maka akan diperoleh kesimpulan yang bersifat “grounded”, dengan kata 

lain setiap kesimpulan senantiasa harus dilakukan verifikasi selama penelitian 

berlangsung. 

 

3.7 Teknik Keabsahan Data 

 

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada 

objekpenelitian dengan daya yang dilaporkan oleh peneliti.Dengan demikian data 

yangvalid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan 

penelitidengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. 

 

Sugiyono (2012:270) mengemukakan uji keabsahan data dalam penelitian 

kualitatif meliputi: 

1. Kredibilitas (Credibility) 

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap hasil penelitian kualitatif 

antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan 

ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, 

analisis kasus negatif dan membercheck. 

2. Keteralihan (Transferability) 

Peneliti kualitatif dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang 

rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. Dengan demikian, maka pembaca 

menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat 

atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain. 

Faisaldalam Sugiyono (2012:277) menyatakan bila pembaca laporan 
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penelitian memperoleh gambaran yang demikian jelasnya, “semacam apa” 

suatu hasilpenelitian dapat diberlakukan (transferability), maka laporan 

tersebut memenuhistandar transferabilitas. 

3. Reabilitas (depandibility) 

Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi 

ataumereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji 

dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses 

penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke 

lapangan, tetapi bisa memberikan data. Jika proses penelitian tidak dilakukan 

tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak reliable atau dependable. 

Untuk itu pengujian dependability dilakukan dengan cara melakukan audit 

terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dengan dilakukan auditor 

yang independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas 

peneliti dalam pelakukan penelitian. 

4. Uji Konfirmabilitas (comfirmability) 

Dalam penelitian kualitatif, uji konfirmability mirip dengan uji dependability, 

sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji 

konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang 

dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang 

dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmabilitas. 



 

 

 

 

 

 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

 

 

4.1 Gambaran Umum Kepolisian Resort Kota (Polresta) Bandar Lampung 

 

4.1.1 Sejarah Singkat Polresta Bandar Lampung  

Sejalan dengan Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945, di daerah 

Lampung yang saat itu merupakan keresidenan telah memiliki Kepolisian 

Keresidenan Lampung yang di rintis oleh Kompol Tjik Agus Soeharjo Wardoyo 

dan Sutan Rusman yang menjadi Kepala Kepolisian di Keresidenan Lampung, 

keduanya di angkat oleh Residen R.M. Abas. Pada tanggal 18 Maret 1964 

Keresidenan Lampung berubah menjadi Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 dan Kowil 

Lampung berubah menjadi Polwil Lampung di bawah Polda Sumatera Bagian 

Selatan. Lebih lanjut untuk Polwil Lampung membawahi beberapa Polres di 

antara nya Koresta 611 Tanjung Karang Teluk Betung di bawah kepemimpinan :  

1. Drs. Soehadi Pangkat AKBP dati Tahun 1964-1965  

2. Drs. Ismaludin Pangkat AKBP dari Tahun 1965-1969  

 

Berdasarkan Keppres Nomor 52 Tahun 1969 tanggal 17 Juni 1969 terjadi 

Reorganisasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia dalam ketentuan itu 

disebutkan bahwa Panglima Angkatan Kepolisian Republik Indonesia PANGAK 
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dan sebutan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia disingkat MABAK dan 

di tingkat Daerah yang semula disebut Komando Daerah Kepolisian disingkat 

KODAK sedangkan Komando Pelaksana terdapat Komandi kewilayahan 

disingkat KOWIL LAMPUNG di bawah KODAK VI SUMBAGSEL. Sampai 

saat ini wilayah hukum Polresta Bandar Lampung terdiri dari: 

1. Kepolisian Resort Kota (Polresta) Bandar Lampung 

2. Kepolisian Sektor (Polsek) Panjang 

3. Kepolisian Sektor (Polsek) Sukarame 

4. Kepolisian Sektor (Polsek) Kedaton 

5. Kepolisian Sektor (Polsek) Tanjung Karang Timur 

6. Kepolisian Sektor (Polsek) Tanjung Karang Barat 

7. Kepolisian Sektor (Polsek) Teluk Betung Utara 

8. Kepolisian Sektor (Polsek) Teluk Betung Selatan 

9. Kepolisian Sektor (Polsek) Teluk Betung Barat 

10. KSKP Panjang 

 

4.1.2 Visi dan Misi Polresta Bandar Lampung  

Polresta Bandar Lampung mempunyai Visi dan Misi yaitu sebagi berikut:  

1. Visi  

Mampu menjadi pelindung, pengayom pelayanan masyarakat yang selalu 

dekat dan bersama-sama dengan masyarakat serta sebagai aparat penegak 

hukum yang professional dan proporsional yang selalu menjunjung tinggi 

supremasi hukum dan hak asasi manusia memelihara keamanan dan 

ketertiban.  
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2. Misi  

a. Memberikan perlindungan, pengayoman, keamanan dan ketertiban kepada 

masyarakat  

b. Memberikan bimbingan serta pembinaan kepada masyarakat melalui 

upaya preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan ketaatan serta 

kepatuhan kepada ketentuan hukum. 

c. Menegakan peraturan secara professional dan proporsional dengan 

menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM. 

d. Memelihara ketentraman, keamanan, dan  ketertiban dengan 

memperhatikan norma-norma dan nilai hukum yang berlaku.  

e. Meningkatkan upaya konsolidasi ke dalam sebagai upaya menyamakan 

misi polresta.  
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Bagan 4.1 Struktur Organisasi 

    KAPOLRESTA BALAM     

    AKBP MURBANI BUDI PITONO, S.Ik., M.Si     

              

    WAKA POLRESTA BALAM     

    AKBP BOBBY P. MARPAUNG     

             

    KASAT BINMAS     

    KOMPOL FERIWANTO, S.Sos., M.H     

             

    WAKASAT BINMAS     

          

KAUR BIN OPS        KAUR MINTU 

AIPTU SUHARTO             PENATA WARSIH 

          ANGGOTA 

          PENGATUR MELI YULIANA 

          PENGDA AHMAD SUHERLI 

                

                 

 
PANIT BIN 

POLMAS  
KANIT BIN 

TIBMAS  KANIT BIN KAMSA  

 AIPTU PANSURI  Hi. M. HAIDAR. AR  AKP A.BASRI DINA  

 ANGGOTA  ANGGOTA  ANGGOTA  

 BRIPKA EMI W.  BRIPKA ANDI AZIS  AIPTU FERDELINA U.  

 BRIPKA SAMHUDI  BRIGPOL JONI E.  BRIGPOL NUZIRWAN  

 BRIGPOL FAUZI N.  BRIPTU HARYONO  BRIGPOL AGUNG R.  

 

Sumber: Kepolisian Resort Kota (Polresta) Bandar Lampung 2016 

 

4.1.3 Visi dan Misi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) 

1. Visi 

a. Polri yang mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat 

yang selalu bersama-sama masyarakat. 

b. Sebagai penegak hukum yang profesional dan proporsional 

c. Menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM. 
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2. Misi 

a. Memelihara Kamtibmas dengan memperhatikan norma-norma yang 

berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum NKRI. 

b. Mengelola secara profesional segala sumber daya untuk mencapai tujuan 

Polri yaitu terwujudnya Kamdagri. 

c. Mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan 

masyarakat. 

 

4.2 Pembagian Wilayah Hukum Administratif 

 

Kota Bandar Lampung terbagi atas 20 kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah 

Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembentukan 

Kelurahan dan Kecamatan, maka wilayah hukum administrasi pemerintahan Kota 

Bandar Lampung dimekarkan menjadi 20 kecamatan yang meliputi 126 

kelurahan. Dalam penelitian ini, maka peneliti menentukan dengan mengambil 

contoh dalam pelaksanaan Perpolisian Masyarakat (Polmas) pada Kelurahan 

Sukamenanti Baru Kecamatan Kedaton dan Kelurahan Kupang Teba Kecamatan 

Teluk Betung Utara. Karena kedua kelurahan tersebut merupakan basis perolehan 

data tambahan bagi peneliti melalui Lingkup Kepolisian Resort Kota (Polresta) 

Bandar Lampung. Alasan lain kenapa hanya 2 basis kelurahan, karena dari 126 

kelurahan tidak semua kelurahan ada data-data lengkap tentang program polmas 

dan adanya data yang memadai untuk penelitian. 
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4.3 Gambaran Umum Kelurahan Sukamenanti Baru  

 

Kelurahan Sukamenanti Baru merupakan pemekaran dari Kelurahan Sukamenanti 

berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Otonomi Daerah yaitu Pembentukan 

Kelurahan atau Kecamatan Nomor 04 Tahun 2012 Tanggal 18 Juni 2012. 

Kelurahan Sukamenanti Baru terbentuk menjadi 2 lingkungan yaitu Lingkungan I 

yang terdiri dari 6 RT dan Lingkungan II yang terdiri dari 4 RT adalah daerah 

perbukitan yang mana mata pencarian dari penduduknya adalah penambang batu 

gunung dan buruh bangunan dengan jumlah penduduk laki-laki: 1.778 jiwa dan 

perempuan: 1.822 jiwa atau jumlah penduduk keseluruhannya 3.600 jiwa dengan 

dipimpin oleh Lurah. 

1. Lurah Abdurahman, S.Sos pada tahun 2012 dibantu sekretaris dan Kasi 

a. Junayah, S.Sos selaku Sekretaris Lurah 

b. Desnawati, selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat 

c. Pramarista Apriwawan, SE selaku Kasi Pemerintahan 

2. Lurah Rohaidah, S.H., M.M pada tahun 2013 dibantu sekretaris dan Kasi 

a. Muslimin, S.Sos selaku Sekretaris Lurah 

b. Desnawati, selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat 

3. Lurah Muslimin, S.Sos pada tahun 2014 dibantu sekretaris dan Kasi 

a. Desnawati, selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat 

b. Allen Saddli, SE Selaku Kasi Trantib 

c. Fadillah Hail Selaku Kasi Pembangunan 

d. Siti Nur Sholeha Selaku staf Pemberdayaan Masyarakat 

e. Muhammad Phany Selaku Staf Trantib 
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Batas-batas Kelurahan Sukamenanti Baru adalah sebagai berikut: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kedaton 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Penengahan 

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sidodadi 

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sukamenanti 

Bagan 4.2 Struktur Organisasi Aparatur Kelurahan 

 

   Lurah       

   
Muslimin, 

S.Sos 
      

           

           

LPM          

HI. Adamnur Yahya 

B. Sef 
         

           

           

Kasi Trantib     
Kasi 

Pembangunan 
 

Kasi 

Pemberdayaan 

Allen Sadeli, SE     Fadillah Hail  Desnawati 

           

           

Kepala Lingkungan 

I 
 Masyarakat  

Kepala 

Lingkungan II 
   

Hanafi, S.Sos     Untung Waluyo    

         Ketua RT 03 

Ketua RT 01  Ketua RT 04  Ketua RT 01  Mat Sobari 

Wahyudi  Dedy Dwi A  Sumardi    

         Ketua RT 04 

Ketua RT 02  Ketua RT 05  Ketua RT 02  Dul Basri 

M. Amin  
Gawat 

Pramono 
 Sahbudi    

           

Ketua RT 03  Ketua RT 06       

Juniarsih  
Rokibun, 

S.Ag 
      

 

Sumber: Olah Data Kelurahan Sukamenanti Baru 
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STRUKTUR ORGANISASI POLMAS 

KELURAHAN SUKAMENANTI BARU (2015-2017) 

 

 

 

 Ketua Polmas   : Untung Waluyo 

 Wakil Ketua   : Baheromsyah 

 Sekretaris   : Sahbudi 

 Bendahara   : Mat Sobari 
 

 Anggota; 

1. Wahyudi 

2. Amin 

3. Dedi Dwi Anggoro 

4. Gawat Pramono 

5. Junarsih 

6. Sumardi 

7. Dul Basri 

8. Rokibun, S.Ag 

 
Sumber: Olah Data Kelurahan Sukamenanti Baru 

 



 

 

 

 

 

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

6.1 Kesimpulan 

 

Hasil dari Evaluasi Program Pemolisian Masyarakat (POLMAS) dalam upaya 

Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) di Kota Bandar 

Lampung, peneliti menyimpulkan bahwa program telah berhasil meskipun 

dilapangan masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. Dipaparkan 

sebagai berikut: 

 

Berdasarkan evaluasi yang sudah dilakukan, dalam pelaksanaan program 

pemolisian masyarakat (polmas) dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban 

masyarakat (kamtibmas) di kota Bandar Lampung masih dijumpai beberapa 

kekurangan. Program polmas ini masih terkendala kurangnya sumber daya 

manusia, anggaran yang hanya terpusat sehingga untuk melakukan kegiatan-

kegiatan tidak dapat maksimal untuk pelaksanaannya dilapangan. Meski ada 

permasalahan/ kekurangan dalam pelaksanaannya, program ini sudah berjalan 

dengan cukup baik. Program ini juga mendapat tanggapan yang baik dari 

pelaksana program, sasaran program (Bin Polmas-FKPM), dan masyarakat karena 

tujuan untuk memberikan keamanan dan ketertiban. Hal ini dapat dilihat dengan 

adanya peningkatan pada kegiatan Sat Binmas dan Bin Polmas-FKPM. Program 

ini pada pelaksanaannya dinilai sudah memenuhi aspek kecukupan. Hal ini 



dilihat dengan adanya program ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akan 

keamanan dan ketertiban masyarakat kedepannya.  

 

6.2 Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran, 

yaitu: 

1. Semua pihak juga merespon dengan baik program ini. Semua menilai jika 

program ini sebenarnya memberikan manfaat yang lebih besar baik bagi 

pelaksana, masyarakat dan pemerintah. Akhirnya, program ini memang 

sudah sangat tepat jika diterapkan dengan baik. Kebijakan ini merupakan 

kebutuhan masyarakat terkait hal keamanan lingkungan dari kriminalitas. 

Hanya saja penerapnnya perlu terus diperbaiki. 

 

2. Partisipasi masyarakat terhadap gangguan Kamtibmas masih perlu 

ditingkatkan kembali agar berjalan dengan baik. Harus ada keseimbangan 

antara tingkat polres dengan tingkat-tingkat dibawahnya seperti halnya, 

kelurahan-kelurahan yang menjadi basis polmas. Menerapkan kesadaran 

dalam masyarakat agar kesadaran atau ketaaatan akan kamtibmas dapat 

timbul, sebelum gangguan terjadi. maka dalam upaya menjaga Kamtibmas 

agar tetap aman, masyarakat sebagai mitra polri diharapkan dapat 

meningkatkan partisipasi dalam kegiatan polmas untuk menjaga 

lingkungannya dari gangguan Kamtibmas. 

 

3. Perlu adanya penambahan fasilitas berupa tempat yang bersifat resmi untuk 

melaksanakan kegiatan polmas yang terbilang cukup atau masih kurang yang 
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berasal dari anggaran yang diberikan ditingkat polres agar merata hingga 

kebawah yaitu tingkat kelurahan-kelurahan berbasis polmas. Dari anggaran 

(sarana kontak) perlu juga adanya penambahan pada alat komunikasi, 

kendaraan dll. juga peningkatan personil pengemban polmas maupun petugas 

polmas. 
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